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Party Finance & Party Campaign Finance 

• Van Beizen (2003) dalam studinya Financing Political Parties and Election Campaign
Guidelines: dua arena keuangan politik yakni “pembiayan partai politik” yang merujuk pada
arena diluar pemilu dan “pembiayaan kampanye” merujuk pada arena pemilu.

• Alexander (1989: 9-23) dalam studinya Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework”
menjelaskan salah satu aspek terpenting dari keuangan partai politik ialah memahami peran
dan fungsi uang dalam politik adalah terletak pada bagaimana uang dimanfaatkan oleh para
calon untuk mendapatkan pengaruh, untuk dirubah menjadi sumberdaya dalam bentuk lain,
atau digunakan bersamaan dengan sumberdaya lain untuk mencapai kekuasaan politik.

• political party finance: uang diperoleh dan digunakan oleh partai politik untuk menjalankan
roda organisasi partai dan menjalankan fungsi kepartaiannya diluar pemilu;

• political party campaign finance: uang diperoleh dan digunakan oleh partai politik untuk
meraih dukungan pemilih pada tahapan kampanye dalam rangka memenangkan pemilu.
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Penerapan Batasan Sumbangan Dari Kandidat

Continent

Donation Limit 

For Private 

Persons Apply

Specific Limit 

For Candidates
No No Data

Countries 

Researched

Africa
1

(2.0%)

3

(5.9%)

38

(74.5%)

9

(17.6%)
51

Americas
2

(6.1%)

7

(21.2%)

23

(69.7%)

1

(3.0%)
33

Asia
4

(11.4%)

8

(22.9%)

16

(45.7%)

8

(22.9%)
35

Europe
8

(18.6%)

7

(16.3%)

22

(51.2%)

6

(14.0%)
43

Oceania
2

(14.3%)

0

(0.0%)

10

(71.4%)

2

(14.3%)
14

Total 17 25 109 26 176



Latar Belakang Kehadiran Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

Alasan Penjelasan

Membatasi keuntungan politis kandidat/partai 
dengan akses dana yang besar 

Pembatasan donasi akan lebih efektif mencapai tujuan tersebut. Pembatasan pengeluaran dapat
merugikan partai/kandidat yang berhasil mengumpulkan donasi-donasi kecil dalam jumlah
banyak, dan donasi kecil pada umumnya layak diperjuangkan. 

Mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan 
sebagai belanja kampanye 

Pengeluaran dalam jumlah besar pada umumnya dipandang negatif, terutama di negara-negara 
dengan populasi orang miskin yang tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pada 
partai/kandidat. 

Pertimbangan Pilihan utama Penejalasan 

Kalkulasi Jumlah tetap (misalnya US $1000 per 
partai/kandidat) 

Mudah dipahami, tetapi tidak memperhatikan 
variasi dalam ukuran daerah pemilihan. 

Jumlah per suara yang diraih 
(misalnya $1 untuk setiap suara) 

Memperhatikan ukuran daerah pemilihan (butuh 
pengeluaran lebih besar pada daerah pemilihan 
yang besar); tetapi kurang memperhatikan ukuran 
geografis suatu daerah pemilihan. 

Angka eksplisit atau indeks inflasi Jumlah Eksplisit (misalnya $1000) 
Mudah dipahami, tetapi inflasi dapat secara cepat 
menggerogoti nilai aktualnya. 

Berdasarkan upah minimum 
Seara otomatis disesuaikan dengan tingkat inflasi, 
dengan asumsi upah minimum dipertahankan. 

Berdasarkan upah rata-rata 
Tidak tergantung pada kebijakan pemerintah
sebagaimana upah minimum, tetapi
membutuhkan data statistik yanga terpercaya. 

Sumber: Flaguera et.al 2014: 30



Larangan Vote Buying 

https://www.idea.int/data-tools/question-view/558

https://www.idea.int/data-tools/question-view/558


https://www.idea.int/data-tools/question-view/570

https://www.idea.int/data-tools/question-view/570


Ketentuan Dana Kampanye di Australia

Federal
New South 

Wales 
Victoria South Aus Queensland Tasmania

Western 
Aus

Aus Capital 
Territory

Northern 
Territory

Disclosure Threshold $ 13 800 $1 000 $1 000
$5 191 $1 000

X $2 500 $1 000 $1 500

Donation Cap (to party) X
$6 300
(yearly)

$4 000
(4 years)

X X X X X X

Anonymous Donation 
Threshold

$1 000 $1 000 $1 000 $200 $1 000 X $2 300 $1 000 $1 000

Expenditure Cap 
(max for party)

x ~$11m X ~$4m X X X
$1m

$40 000 
per candidate

X

Per Seat Expenditure 
Cap

X $61.5k X $100k X X X X X



Batasan Sumbangan UU Pemilu dan UU Partai Politik

Perusahaan 

UU Pemilu UU Partai Politik 

UU 12/2003 Rp. 750.000.000 UU 31/2002 Rp. 800.000.000

UU 10/2008 Rp. 5.000.000.000 UU 2/2008 Rp. 4.000.000.000

UU 8/2012 Rp. 7.500.000.000 UU 2/2011 Rp. 7.500.000.000

UU 7/2017 Rp. 25.000.000.000

Perseorangan 

UU Pemilu UU Partai Politik

UU 12/2003 Rp. 100.000.000 UU 31/2002 Rp. 200.000.000

UU 10/2008 Rp. 1.000.000.000 UU 2/2008 Rp. 1.000.000.000

UU 8/2012 Rp. 1.000.000.000 UU 2/2011 Rp. 1.000.000.000

UU 7/2017 Rp. 2.500.000.000



Larangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

• Sumbangan yang berasal dari pihak asing;

• Sumbangan yang tidak memiliki identitas jelas;

• Sumbangan yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

• Sumbangan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara/daerah, dan pemerintah desa beserta badan usaha milik desa.

Setiap peserta pemilu yang memperoleh sumbangan dari empat sumber ini akan diberikan sanksi pidana penjara paling
lama tiga tahun dan denda sebanyak Rp. 36.000.000. Jika terdapat pihak ketiga yang didapati memberikan donasi melebih
batas maksimal yang sudah ditentukan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp.
500.000.000 (UU 7/2017)



Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR 2019

Sumber: LPPDK Pemilu 2019



Laporan Dana Kampanye

• Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lama 14 hari
setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu.

• Laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib yang
disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari
sesudah pemungutan suara (UU No. 7/2017, Pasal 335 ayat (1))

• Pasal 338 memuat ketentuan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di
daerah pemilihan dimana partai politik tersebut tidak melaporkan dana kampanye.



Tranparansi Laporan Dana Kampanye



Partai Politik Dibatalkan Sebagai Peserta Karena Tidak
Melaporkan Dana Kampanye

Partai Politik Jumlah Daerah yang Dibatalkan Nama Daerah 

Nasdem 0 -

PKB 2 Kab. Tabanan & Kota Tomohon 

PKS 2 Kota Tomohon & Kab. Toraja Utara

PDIP 1 Kab. Timor Tengah Selatan 

Golkar 0 -

Gerindra 1 Kab. Donggala 

Demokrat 2 Kab. Aceh Singkil & Kab. Majalengka 

PAN 1 Kab. Pelalawan 

PPP 2 Kota Gunung Sitoli

Hanura 0 -

PBB 10

Kab. Serdang Bedagai, Kota Gunung Sitoli, Kota Sungai Penuh, Kab. Ngada, 

Kab. Sumba Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Hulu Sungai, Kab. Minahasa

Tenggara, Kab. Toraja Utara, & Kota Tomohon

PKPI 4
Kepulauan Anambas, Kab. Probolinggo, Kab. Hulu Sungai Selatan, & Kab. 

Gorontalo Utara
Bawaslu mengabulkan sebagaian permohonan antara lain permohonan Partai Gerindra di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
PKPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan; serta PBB di Kabupaten Hulu Sungat Selatan dan Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara (Husein & Pramono 2017: 314).



Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Penggunaan uang diperbolehkan, bahkan
dalam jumlah besar, tetapi berbasiskan

transparansi dan akuntabilitas

Uang adalah salah satu isu sentral di dalam
kontestasi pemilu. Menentukan bagaimana

kontestasi berjalan, bahkan pemenang pemilu
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